BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /<4 /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI GEDUNG NEGARA,

Menimbang

Mengingat

1

RUMAH NEGARA DAN PAGAR
BUPATI TABALONG,

bahwa Bangunan Gedung Negara merupakan tanggung jawab
Pemerintah;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan program dan
pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara, maka perlu
ditetapkan Standar Satuan Harga Satuan Tertinggi Gedung
Negara, Rumah Negara dan Pagar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 0628);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1433);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 01);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :  Menetapkan Standar Satuan Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara,
Rumah Negara dan Pagar.

KEDUA . Standar Satuan Harga Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai acuan Penyusunan Program Anggaran dan
Pedoman Pelaksana, Daftar isi Pelaksanaan Kegiatan Tahun
Anggaran 2023/2024.

KETIGA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dengan rincian sebagai berikut:
a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m?
bangunan)

Gedung Tidak Sederhana Gedung Sederhana
7.100.000,00 5.800.000,00

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m?
bangunan)
Rumah Tipe A Rumah Tipe B Rumah Tipe C
6.750.000,00 6.590.000,00 5.170.000,00

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m?
bangunan)

Pagar Gedung Negara
Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping
2.960.000,00 2.670.000,00 2.550.000,00

Pagar Rumah Negara
Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping
2.750.000,00 1.690.000,00 1.620.000,00

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ©3 Afared 2023

fBUPATI TABALONG, f

ANANG SYAKHFIANI V}&}/




Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarbaru

2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan
di Banjarbaru.

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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